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No0.525, 2009 DEPARTEMEN PERDAGANGAN. lzin Usaha
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Pedelegasian.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 55/M-DAG/PER/10/2009
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA
PENJUALAN LANGSUNG KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan
ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan di Bidang
Perdagangan Kepada Badan Koordinas Penanaman Modal
Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad
1938 Nomor 86);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang W4gjib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah bebergpa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Proving, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungs, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisas dan Tugas Eselon | Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50
Tahun 2008;

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Moddl;
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11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal;

12. Peraturan Menteri  Perdagangan Nomor  01/M-
DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

13. Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor  32/M-
DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT
IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG KEPADA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN
MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat 1zin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya
disngkat SIUPL adalah surat izin untuk dapat
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem
penjualan langsung.

2. Pendelegasian wewenang penerbitan SIUPL adalah
penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan
pertanggungjawaban  penerbitan  perizinan  SIUPL,
termasuk penandatanganannya atas nama Menteri
Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinas
Penanaman Modal.



